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ABSTRAK 

 

 
HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA. NPM. 1405170303. Analisis Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Alat Pengawasan Untuk menilai Kinerja 

Keuangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Sumatera Utara, 

2018. Skripsi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja keuangan dan untuk mengetahui apa saja 

faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan anggaran. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan deskriptif dan data dikumpulkan yaitu dengan teknik dokumentasi dan 

wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis varians untuk melihat selisih 

antara anggaran pendapattan dan belanja daerah yang digunakan sebagai alat pengawasan 

untuk menilai kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih yang terjadi 

disebabkan oleh anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan 

daerah yang menimbulkan ketidakefektifan dan efisiensi dalam penyusunan anggaran 

tetapi anggaran sudah digunakan sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja 

keuangan. Hal ini terlihat dari perbaikan realisasi anggaran pendapatan yang terus 

menerus meningkat setiap tahun dan juga faktor penyebab terjadinnya kesenjangan 

anggaran adalah penekanan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber daya 

Mineral provinsi Sumatera Utara. 

 

Kata Kunci : Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah,Alat Pengawasan,Kinerja 

Keuangan,Analisis Varians 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini 

sedang berkembang pesat.Tuntutan transparansi akuntabilitas publik atas dana-

dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas 

penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. 

Nordiawan,dkk (2009,hal. 159) menyatakan bahwa laporan kinerja keuangan 

pemerintah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kegiatan 

operasional suatu entitas selama periode tertentu. Salah satu komponen dalam 

laporan keuangan menurut PP 24 Tahun 2005 adalah laporan realisasi anggaran. 

Dalam laporan ini akan terlihat pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas serta 

biaya dalam rangka perolehan pendapatan.  

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya merupakan kinerja suatu 

perusahaan,jika terjadi perbedaan tersebut memungkinkan yang dapat terjadi 

adalah bertambahnya biaya atau berkurangnya pendapatan dari yang telah 

dianggarkan sebelumnya,atau sebaliknya berkurangnya biaya dan bertambahnya 

pendapatan dari yang direncanakan pemerintah sebagaimana yang dikatakan oleh 

Anthony dan govindarajan dalam Muhammad Irfan et al (2016) senjangan 

anggaran (budget slack) adalah perbedaan antara jumlah anggaran dan jumlah 

estimasi terbaik. Menurut Muhammad Irfan et al (2016) secara praktis faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan anggaran adalah asimetri 

informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional sedangkan secara 



 

 
 

teoritis faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran adalah 

partisipasi anggaran yang tinggi. 

Menurut Nursoimah dan Dorijati (2017) semakin besar tingkat rasio efektifitas 

pendapatan daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Sedangkan 

pada anggaran belanja pemerintah daerah kriteria tingkat efisiensi menurut 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dalam Untari 

Rusita (2014) adalah: 

1. Jika hasil perbandingaan lebih dari 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan tidak efisien. 

2. Jika hasil pencapaian antara 90-100%, maka anggaran belanja dikatakan 

kurang efisien. 

3. Jika hasil pencapaian antara 80-90%, maka dikatakan cukup efisien. 

4. Jika hasil pencapaian antara 60-80%, maka anggaran belanja dikatakan 

efisien. 

5. Jika hasil pecapaian antara 60% , maka anggaran belanja dikatakan sangat 

efisien. 

 

Berikut adalah gambaran kondisi dari pengelolaan keuangan daerah yang 

tercermin dari laporan realisasi anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Sumatera Utara. 

 

Tabel I-1 Tabulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Nama 

Akun 

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tingka

t 

efiensi 
Anggara

n 

Realisasi % Anggara

n 

Realisasi % Anggara

n 

Realisasi % Anggara

n 

Realisasi % 

Pendapa

tan-LRA 

4.000.00

0 

4.000.00

0 

10

0 

5.000.00

0 

6.000.00

0 

12

0 

36.400.0

00 

69.400.0

00 

19

0,6

6 

120.000.

000 

139.000.

000 

11

5,8

3 

Efisien 

(Favor

able) 

Pendapa

tan Asli 

Daerah 

4.000.00

0 

4.000.00

0 

10

0 

5.000.00

0 

6.000.00

0 

12

0 

36.400.0

00 

69.400.0

00 

19

0,6

6 

120.000.

000 

139.000.

000 

11

5,8

3 

Efisien 

(Favor

able) 

Pendapa

tan 

Retribus

i 

Daerah-

LRA 

4.000.00

0 

4.000.00

0 

10

0 

5.000.00

0 

6.000.00

0 

12

0 

36.400.0

00 

69.400.0

00 

19

0,6

6 

120.000.

000 

139.000.

000 

11

5,8

3 

Efisien 

(Favor

able) 

Pendapa

tan 

retribusi 

Jasa 

Umum 

- - - 5.000.00

0 

6.000.00

0 

12

0 

- - - - - - - 

Pendapa

tan 

Retribus

i 

Penggan

tian 

Biaya 

cetak 

- - - 5.000.00

0 

6.000.00

0 

12

0 

- - - - - - - 



 

 
 

peta 

Belanja 16.652.6

28.904 

13.727.6

47 

82

,4

4 

23.949.1

55.220 

21.8877.

041.294 

91

,3

4 

27.048.1

75.000 

25.321.8

76.403 

93,

62 

24.508.0

16.150 

23.035.9

94.738 

93,

99 

Tidak 

Efisien 

(Unfav

orable) 

Belanja 

Operasi 

15.403.8

88.904 

12.479.9

37.080 

81

,0

2 

21.802.7

75.400 

19.946.5

36.294 

88

,5

5 

26.329.7

75.000 

24.611.5

49.403 

93,

47 

24.032.2

01.150 

22.570.9

51.738 

93,

92 

 

Tidak 

Efisien 

(Unfav

orable) 

Belanja 

Modal 

1.248.74

0.000 

1.247.71

0.000 

99

,9

2 

2.146.37

9.820 

1.940.50

5.000 

90

,4

0 

718.400.

000 

710.327.

000 

98,

88 

475.815.

000 

465.043.

000 

97,

74 

Tidak 

Efisien 

(Unfav

orable) 

Surplus/

(Defisit) 

(16.648.6

28.904) 

(13.727.

647.080) 

82

,4

4 

(23.949.

155.220) 

(21.871.

041.294) 

92

,3

4 

(27.011.

775.000) 

(25.252.

476.403) 

93,

62 

(24.388.

016.150) 

(22.896.

994.738) 

93,

99 

Tidak 

Efisien 

(Unfav

orable) 

SILPA (16.648.6

28.904)) 

(13.727.

647.080) 

82

,4

4 

(23.949.

155.220) 

(21.871.

041.294) 

92

,3

4 

(27.011.

775.000) 

(25.252.

476.403) 

93,

62 

(24.388.

016.150) 

(22.896.

994.738) 

93,

99 

Tidak 

Efisien 

(Unfav

orable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Berdasarkan data pada tabel I-1 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi 

dari tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami fluktuatif atau mengalami 

kenaikan juga penurunan. Dari data pada laporan realisasi anggaran pendapatan 

dan belanja daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera 

Utara ini juga terlihat bahwa terdapat kesenjangan dan ketidakseimbangan antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah dimana anggaran pendapatan lebih rendah 

daripada anggaran belanja daerah karena anggaran pendapatan yang diperoleh 

pada setiap tahunnya meningkat akan tetapi juga diikuti oleh peningkatan 

anggaran belanja daerah yang mengakibatkan anggaran pada Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara mengalami defisit anggaran. 

Berdasarkan fenomena pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bisa dilihat 

bahwa tingkat pencapaian realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar 115,835 

maka berdasarkan teori yang dikemukakan Nursoimah dan Dorijati (2017) dapat 

dikatakan anggaran pendapatan daerah sudah efektif namun jika dilihat dari segi 

anggaran belanja daerah dapat dilihat kinerja belanja daerahdari tingkat 

pencapaian realisasi berkisar 93-97% maka berdasarkan teori  Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dalam Untari Rusita (2014) dapat 

dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja daerah pada dinas tersebut kurang 

efisien. 

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan 

akan lebih kecil daripada anggaran belanja daerah (Nurlan Darise, 2009, hal. 32). 

Dalam hal APBD diperkirakan defisit,ditetapkan pembiayaan untuk menutup 

defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran 

lalu,pengurangan dana cadangan,penerimaan pinjaman,hasil penjualan kekayaan 



 

 
 

daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau 

penerimaan piutang. Menurut Deputi pengawasan bidang penyelenggaraan 

keuangan daerah dalam Untari Rusita (2014) mengatakan bahwa penyerapan dana 

tidak efektif tercermin dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). 

Nordiawan (2009, hal. 146) mengatakan bahwa akuntansi anggaran mengacu pada 

praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik,khususnya 

pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya menggunakan format 

yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah menekankan peranan 

anggaran dalam siklus perencanaan,pengendalian dan pertanggungjawaban. 

Dalam peraktiknya anggaran sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Penyusunan dan alokasi anggaran sering mengabaikan perinsip 

keadilan sosial. Hal itu ditandai oleh alokasi anggaran pegawai lebih besar dari 

anggaran untuk kepentingan publik. Disinilah terlihat mengapa pengawasan 

anggaran perlu dilakukan agar anggaran benar-benar ditempatkan sebagaimana 

fungsi yang seharusnya. 

Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara  

diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada setiap tahunnya yaitu 

pada tahun 2013 sebesar 13.723.647.080,pada tahun 2014 sebesar 

21.871.041.294,pada tahun 2015 sebesar 25.252.467.403 dan pada tahun 2016 

sebesar 22.896.994.738. Jumlah SILPA yang besar tersebut terjadi karena semata-

mata efisiensi pengelolaan keuangan daerah belum efektif di dalamnya dan juga 

kurangnya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. 

B. Identifikasi Masalah 



 

 
 

Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, masalah tersebut 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2013 sampai dengan 

2016 mengalami fluktuatif. 

2. Adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan antara anggaran pendapatan 

dan belanja daerah mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2016 yang tidak 

menguntungkan (unfavorable variance). 

3. Kurangnya pengawasan terhadap penyusunan anggaran. 

4. Besarnya dana SILPA yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral menyebabkan kinerja belanja tidak efisien. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai alat 

pengawasan untuk menilai kinerja keuangan pada Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara? 

b. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kesenjangan anggaran 

pendapatan dan belanja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Sumatera Utara? 

 

 

 



 

 
 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalampenelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui bagaimana analisis anggaran sebagai alat pengawasan 

untuk menilai kinerja keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Sumatera Utara. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya 

kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dipergunakan untuk: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti dalam meraih gelar 

Sarjana dan sebagai bahan pembuktian teori bagi penulis yang diperoleh dari 

bangku perkuliahan. 

b. Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

penelitian ini dapat memberikan informasi tentang anggaran sebagai alat 

pengawasan laporan keuangan sehingga Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan pengawasan 

terhadap anggaran dan dapat memberikan masukan untuk melakukan 



 

 
 

penyesuaian ataupun perbaikan dalam meningkatkan pengawasan untuk 

menilai kinerja managemen. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan data dasar bagi peneliti selanjutnya 

yang berkaitan dengan anggaran sebagai alat pengawasan laporan 

keuangan dan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang 

berharga bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teoritis 

1. Anggaran 

Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan,dkk (2009, hal. 19) Anggaran adalah 

sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan 

sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the 

process of allocating resources to unlimited demands). Sedangkan,Nordiawan,dkk 

(2009, hal.19) menyatakan Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu 

dalam ukuran finasial. 

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 

meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam 

kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang 

akan datang (Julita,dkk, 2014, hal. 7). Anggaran diperlukan karena ada tujuan dan 

manfaatnya. Dimana tujuan dan manfaat daripada anggaran dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Tujuan Anggaran 

Ada beberapa tujuan daripada anggaran, antara lain: 

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber 

dan investasi dana. 

2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. 

3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis. 



 

 
 

4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil 

yang maksimal. 

5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun,karena dengan anggaran 

lebih jelas dan nyata terlihat. 

6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang 

berkaitan dengan keuangan. 

b. Manfaat dan kelemahan anggaran 

Anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain: 

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

pegawai. 

3. Dapat memotivasi pegawai. 

4. Menimbulkan rasa tanggungjawab pada pegawai. 

5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 

6. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin. 

7. Alat pendidikan bagi para manager. 

Kelemahan dari anggran antara lain: 

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga 

mengandung unsur ketidakpastian. 

2. Menyusun anggaran yang cermatt memerlukan waktu, uang dan tenaga 

yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu 

menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 

 



 

 
 

3. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat 

menggerutu dan menentang sehingga pelaksanaan anggaran dapat 

menjadi kurang efektif. 

Anggaran juga mempunyai 3 fungsi yaitu: 

a. Fungsi perencanaan 

1. Mendasarkan tindakan pada penyelidikan, studi dan riset. 

2. Mengumpulkan bantuan, pendapat, saran dan berbagai pihak dalam 

perusahaan dalam menentukan cara yang paling menguntungkan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

3. Sebagai sarana yaitu kebijakan pokok secara berkala ditelaah kembali, 

disusun dan ditetapkan sebagai pedoman pokok organisasi secara 

keseluruhan. 

4. Membantu menentikan tujuan perusahaan. 

5. Membantu menstabilisasi kesempatan kerja dalam perusahaan. 

6. Membantu membuat lebih efektif penggunaan peralatan (equipment). 

7. Anggaran merupakan panduan dalam pencapaian sasaran ekonomis 

perusahaan. 

8. Implikasi keuangan pada masa yang akan datang serta konsekuensi 

dan tindakan yang diperlukan akan lebih baik.  

9. Rencana kerja dapat dianalisis dengan lebih baik. 

10. Perencanaan partisipatif akan menghasilkan komitmen pelaksana. 

b. Fungsi Pengkoordinasian 

1. Mengkoordinasi dan menyatukan kegiatan manusia dalam perusahaan. 



 

 
 

2. Mengaitkan kegiatan-kegiatan perusahaan dengan kecenderungan 

umum perkembangan usaha yang diharapkan di kemudia hari. 

3. Mengarahkan dana dan daya pada usaha yang paling menguntungkan 

melalui program yang berimbang (antara fungsi-fungsi/unit kegiatan 

dalam perusahaan) dan menyatu. 

4. Menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam organisasi. 

5. Karena penyusunan anggaran yang lebih baik melibatkan segenap 

fungsi di perusahaan maka koordinasi dalam perencanaan akan terjadi. 

6. Dalam tahap realisasi, anggaran akan cenderung mendorong adanya 

tindakan koordinatif. 

7. Setelah diterapkan, perbandingan antara realisasi dengan rencana perlu 

dibahas secara terkoordinasi. 

c. Fungsi Pengendalian/pengawasan 

1. Mengendalikan operasi dan biaya serta pengeluaran. 

2. Mencegah terjadinya pemborosan. 

3. Memberikan standar yang memadai untuk mengukur prestasi. 

4. Anggaran merupakan alat pembanding seberapa jauh pelaksanaan 

tercapai. 

5. Mendorong pelaksanaan pengendalian biaya. 

 

Menurut Rambe,dkk. (2015, hal. 21) Anggaran merupakan jumlah-jumlah yang 

direncanakan dan harus dicapai dimasa yang akan datang. Budget-budget itu 

disamping berfungsi sebagai suatu rencana dapat pula dipergunakan sebagai alat 

pengawasan (control), dalam arti bahwa budget tersebut ditetapkan sebagai 



 

 
 

standar dengan diperbandingkan dengan hasil-hasil senyatanya yang benar-benar 

dicapai, sehingga dapat ditelaah apa benar-benar adanya kegagalan maupun 

sebab-sebab kesuksesan usaha-usaha itu. 

      Menurut Muhammad Irfan et al (2016) secara praktis faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kesenjangan anggaran adalah asimetri informasi, 

penekanan anggaran dan komitmen organisasional sedangkan secara teoritis 

faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran adalah partisipasi 

anggaran yang tinggi. 

 

2.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

 

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kerja keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Darise, 2009, hal. 32) 

Menurut Nordiawan,dkk (2009, hal. 39) Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai 

fungsi antara lain: 

1. Fungsi Otorisasi yaitu mengandung arti bahwa peraturan perda tentang 

APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada 

tahun yang bersangkutan. 

2. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi 

managemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 



 

 
 

3. Fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar 

dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah. 

 

Pendapatan daerah terdiri atas: 

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Dana perimbangan mencakup dana bag hasil (pajak dan sumber daya 

alam), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sahmencakup hibah (barang atau uang 

dan/ atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada 

kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus serta bantuan 

keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. 

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu: 

1. Belanja Tidak Langsung 

Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

2. Belanja langsung 

Yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

 

 

 

 



 

 
 

3. Laporan Realisasi Anggaran 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 

Tanggal 22 Oktober 2010 Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan 

keuangan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan kekuatan 

terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi anggaran meyajikan ikhtisar sumber, 

alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. 

 

Unsur-unsur laporan Realisasi Anggaran antara lain: 

1. Pendapatan-LRA 

2. Belanja 

3. Transfer 

4. Surplus/defisit-LRA 

5. Pembiayaan 

6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

 

4. Laporan Keuangan 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Laporan Keuangan 

merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi 

yang dilakukan oleh satu entitas pelaporan. Sedangkan, Nordiawan (2009, hal. 

151) menyatakan Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh satu entitas. 

Menurut Rambe,dkk (2015, hal. 39) Laporan Keuangan disusun dan disajikan 

sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar 



 

 
 

pamakai. Sedangkan menurut Astuty (2014, hal. 7) Laporan Keuangan merupakan 

satu-satunya media komunikasi antara pihak luar dengan managemen,karena itu 

laporan keuangan dari dari akuntansi keuangan memerlukan suatu standarnisasi 

bentuk laporan keuangan dari agar pengguna laporan keuangan dari pihak luar 

dapat membandingkan berbagai laporan keuangan dari beberapa perusahaan yang 

berbeda sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. 

Tujuan laporan keuangan menurut IAI (2012) adalah: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi 

kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 

oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara 

umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian di 

masa lalu (historis) dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi 

non keuangan. 

3. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh 

managemen (stewardship) atau merupakan pertanggungjawaban 

managemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 

 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 

tanggal 22 Oktober 2010 pelaporan keuangan pemerintahdiselenggarakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, 

antara lain: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang 

mengatur keuangan negara. 

2. Undang-Undang di bidang keuangan negara. 

3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan 

daerah, khususnya yang mengatur tentang keuangan daerah. 

5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

6. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran 

pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. 

7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan 

pusat dan daerah. 

 

 

 



 

 
 

5. Pengawasan 

Pengawasan (Controling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan 

untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. (Handoko, 2003, hal. 25) 

Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-

tujuan organisasi dan managemen tercapai Handoko (2003, hal.359). Pengawasan 

membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan 

personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan dengan efektif. 

Sedangkan,Menurut Astuty (2014, hal. 111) Salah satu pelaksanaan pengawasan 

yang baik bagi managemen adalah membandingkan hasil pelaksanaan yang 

sesungguhnya dengan apa yang seharusnya terjadi. 

 

Menurut Julita,dkk (2014, hal. 4) langkah-langkah yang harus diikuti dalam 

proses pengawasan adalah 

a. Penyusunan tujuan 

b. Penetapan Standar 

c. Pengukuran hasil kerja 

d. Perbandingan fakta dengan standar 

e. Tindakan Koreksi. 

 

Untuk melihat kaitan antara anggaran dan pengawasan maka ada tahapan 

dalam poses pengawasan yaitu: 

1. Menyusun standar 

2. Menilai prestasi 

3. Membandingkan prestasi dengan standar 

4. Menilai dan menyesuaikan dengan situasi. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akuntansi memiliki komponen 

pengawasan dalam sistem akuntansi itu sendiri. Pemerintah akan selalu berhati-



 

 
 

hati karena ia sadar bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang dilakukannya 

tidak bisa lepas dari siklus akuntansi, direkam, dicatat dan akhirnya akan 

tergambar dalam laporan keuangan yang akan dibaca oleh pihak yang 

berkepentingan nantinya. Dengan demikian  secara sadar akuntansi dan 

penganggaran melakukan fungsi pengawasan. 

 

6. Kinerja Keuangan 

Menurut Mahsun (2005, hal. 25) dalam Marchelino Daling (2013) Kinerja 

sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk 

menyebut prestasi individu maupun kelompok. Mahsun (20056, hal. 5) juga 

mengatakan bahwa evaluasi kinerja adalah kegiatan dan fungsi yang diamanahkan 

kepadanya sebagaimana visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan 

alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sekor publik 

itu digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik, Mahmudi 

(2012, hal. 12) dalam marchelino Daling (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan anggaran sebagai alat 

pengawasan laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II-I. Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1 Afif 

Fuadi 

(2013) 

Pengaruh 

pengawasan 

preventif dan 

pengawasan 

detektif 

terhadap 

efektifitas 

pengendalian 

anggaran. 

Metode 

Deskriptif 

Pengawasan preventif berpengaruh 

terhadap efektifitas pengendalian 

anggaran pada SKPD di Kota 

Bukittinggi dan pengawasan detektif 

berpengaruh terhadap efektifitas 

pengendalian anggaran pada SKPD di 

Kota Bukittinggi. 

2 Simson 

Verimon, 

et al 

(2017) 

Pengaruh 

partisipasi 

masyarakat 

dan 

transparansi 

kebijakan 

publik 

terhadap 

hubungan 

antara 

pengetahuan 

dewan tentang 

anggaran 

dengan 

pengawasan 

keuangan 

daerah 

(APBD). 

Metode 

Kualitatif 

Hasil penelitian antara lain:  

1. Hasil analisis regresi terhadap 

hipotesis pertama dapat dilihat 

bahwa pengetahuan dewan 

tentang anggaran berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah 

(APBD). 

2. Hasil analisis regresi terhadap 

hipotesis kedua dapat dilihat 

bahwa interaksi antara 

pengetahuan dewan tentang 

anggaran dengan partisipasi 

masyarakat berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

pengawasan APBD. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

ke tiga dapat dilihat bahwa 

interaksi antara pengetahuan 

dewan tentang anggaran 

dengan transparansi kebijakan 

publik tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

pengawasan APBD. 
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

ke empat dapat dilihat bahwa 

interaksi antara pengetahuan 

dewan tentang anggaran 

dengan partisipasi masyarakat 



 

 
 

dan transparansi kebijakan 

publik tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

pengawasan APBD. 

3 Bamban

g 

Pamungk

as (2012) 

Pengaruh 

penerapan 

akuntansi 

sektor publik 

dan 

pengawasan 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan dan 

implikasinya 

terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah. 

Metode 

Kausalitas 

Hasil Penelitian antara lain: 

1. Penerapan akuntansi keuangan 

sektor publik dan penerapan 

pengawasan berpengaruh 

terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah baik 

secara parsial maupun 

simultan. Hal ini berarti bahwa 

baik secara parsial maupun 

simultan bilamana kualitas 

peraturan perundang-undangan 

yang tercermin dari penerapan 

asas formalitas dan asas 

materialitas diterapkan: 

akuntansi keuangan sektor 

publik dapat diimplikasikan 

dan elemen-elemen 

pengawasan yang meliputi 

antara lain standar hasil yang 

ingin dicapai,laporan,anggaran 

dan auditing dilaksanakan 

maka akan dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah. 

2. Penerapan akuntansi keuangan 

sektor publik, pengawasan dan 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah baik secara 

parsial maupun simulta. Hal ini 

mengandung makna bahwa 

baik secara parsial maupun 

secara simultan bilamana 

peraturan perundang-undangan 

yang berkualitas diterapkan 

semakin baiknya kualitas 

laporan keuangan pemerintah  

dan diterapkannya pengawasan 

secara memadai maka akan 

meningkat akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

4 Isma 

Coryanat

Akuntabilitas, 

Partisipasi 

Metode 

Deskriptif 

Hasil penelitian antara lain:  

1. Dari hasil pengujian regresi 



 

 
 

a (2011) Masyarakat, 

dan 

Transparansi 

Kebijakan 

Publik Sebagai 

Pemoderating 

Hubungan 

Pengetahuan 

Dewan 

Tentang 

Anggaran dan 

Pengawasan 

Keuangan 

Daerah 

(APBD). 

sederhana diatas pengaruh 

pengetahuan dewan tentang 

anggaran terhadap pengawasan 

keuangan publik pada anggota 

dewan DPRD di Kota 

Bengkulu menunjukkan 

hubungan yang sangat 

signifikan dengan tingkat 

signifikan 0,000. Ini 

menunjukkan bahwa anggota 

dewan sadar bahwasanya 

pengetahuan tentang anggaran 

harus mutlak mereka kuasai 

dalam rangka pengawasan 

terhadap keuangan daerah 

nantinya. 

2. Selain pengujian dilakukan 

dengan regresi sederhana, 

peneliti juga menggunakan 

regresi berganda untuk melihat 

bagaimana pengetahuan dewan 

terhadap anggaran jika 

dipengaruhi dengan adanya 

partisipasi 

masyarakat,akuntabilitas dan 

transparansi kebijakan publik 

terhadap pengawasan 

keuangan daerah. Hasilnya 

menunjukkan bahwa semua 

variabel yang peneliti turunkan 

yaitu pastisipasi 

masyarakat,transparansi 

kebijakan publik serta 

akuntabilitas, yang disebut 

dengan variabel moderating, 

semuanya ikut mempengaruhi 

hubungan antara pengetahuan 

dewan tentang anggaran 

dengan pengawasan keuangan 

publik secara signifikan 

dengan tingkat signifikan 

0,000 

3. Semua hipotesa yang peneliti 
ajukan, semuanya diterima 

dengan tingkat signifikan 

0,000. 

5 Grace 

Yunita 

Analisis 

Kinerja 

Metode 

Deskriptif 

1. Berdasarkan analisis variians 

belanja pada laporan realisasi 



 

 
 

Liando 

dan 

Inggriani 

Elim 

(2016) 

Belanja Dalam 

Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

(LRA) Pada 

Dinas 

Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

kabupaten 

Kepulauan 

Sangihe. 

anggaran untuk tahun anggaran 

2011-2014 menunjukkan 

bahwa kinerja belanja 

pemerintah Kabupaten 

kepulauan Sangihe dinilai baik 

dan terus melakukan perbaikan 

setiap tahun dalam 

pemanfaatan realisasi belanja. 

2. Pertumbuhan belanja pada 

pemerintahan Kabupaten 

Kepulauan Sangihe mulai 

terlihat pada tahun anggaran 

2013 dan tahun anggaran 2014 

dibandingkan dengan tahun 

anggaran 2011 dan 2012. 

3. Analisis keserasian untuk 

belanja operasi terhadap total 

belanja daerah dari tahun 

anggaran 2011 sampai dengan 

tahun anggaran 2014 

menunjukkan total belanja 

yang meningkat pesat namun 

total belanja operasi tidak 

meningkat  secara signifikan 

sehingga rasio belanja 

langsung mengalami 

penurunan dibanding tahun 

2012 dan 2013 yang dinilai 

stabil. 

4. Analisis keserasian untuk 

belanja modal daerah dari 

tahun anggaran 2011 sampai 

dengan 2014 menggalami 

kenaikan mulai tahun 2013 

berbanding terbalik dengan 

belanja modal pada tahun 2012 

yang ,enurun dari tahun 2011. 

5. Hasil perhitungan rasio 

efisiensi balanja menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan sangihe dapat 

melakukan pengheatan 

anggaran yang terlihat stabil. 
Peningkatan pertumbuhan 

belanja ini disebabkan oleh 

adanya pertumbuhan penduduk 

setiap tahunnya dan juga 

dipengaruhi oleh besarnya 



 

 
 

inflasi. 

6. Analisis keserasian secara 

keseluruhan menggambarkan 

bahwa Pemerintah kabupaten 

kepulauan Sangihe sebagian 

besar membelanjakan 

anggaranya untuk belanja 

operasi dibandingkan belanja 

modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Kerangka Berpikir 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Anggaran juga 

berfungsi sebagai suatu rencana dapat pula dipergunakan sebagai alat pengawasan 

(control), dalam arti bahwa budget tersebut ditetapkan sebagai standar dengan 

diperbandingkan dengan hasil-hasil senyatanya yang benar-benar dicapai, 

sehingga dapat ditelaah apa benar-benar adanya kegagalan maupun sebab-sebab 

kesuksesan usaha-usaha itu. Dengan adanya pengawasan kita dapat menilai 

kinerja keuangan berdasarkan anggaran pendapatan dan biaya. Kinerja sebagai 

gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II-I Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data, merumuskan, 

mengklasifikasi serta menginterprestasikan sehingga memberikan gambaran atau 

keterangan yang jelas mengenai masalah yang dihadapi.Penelitian ini juga bersifat 

kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dengan angka-angka. 

 

B. Defenisi operasional variabel 

C.  

Variabel dalam penelitian ini adalah anggaran. Anggaran merupakan suatu 

rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada 

dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk 

jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang. Anggaran akan diukur dengan 

target (anggaran) dan Realisasi dengan cara menghitung selisih antara anggaran 

dan realisasi pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kerja keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.  



 

 
 

Pengawasan (Controling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan 

untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. 

Kinerja keuangan sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Istilah kinerja sering 

digunakan untuk menyebut prestasi individu maupun kelompok. 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Sumatera Utara Jl. Setia Budi Psr. II No. 84 Tanjung Sari-Medan dan Penelitian 

ini dilakukan mulai dari tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan selesai. 

Tabel III-1 

Jadwal Penelitian 

N

o 

Kegiatan Bulan 

November Desember Januari februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 

                    

2 Pra Riset                     

3 Penulisan 

dan 

Bimbingan 

Proposal 

                    

4 Seminar 

Proposal 

                    

5 Revisi 

Proposal 

                    

6 Bimbingan 

Skripsi 

                    

7 Sidang 

Meja Hijau 

                    

 

 
 

 

 



 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain: 

1..Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang 

tersedia berupa catatan atau dokumen-dokumen yang diperlukan seperti 

laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Sumatera Utara. 

2. Teknik Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

komunikasi dengan sumber data baik itu dengan dialog (tanya jawab) secara 

lisan maupun tulisan. 

       Adapun kisi-kisi wawancara yang dilakukan pada Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: 

Tabel III-2 

Kisi-kisi wawancara 

No Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

kesenjangan anggaran 

Butir Pertanyaan 

1. Asimetri Informasi Pertanyaan 1 s/d 5 

2. Penekanan Anggaran Pertanyaan 6 s/d 8 

3. Komitmen Organisasi Pertanyaan 9 s/d 13 

4. Partisipasi Anggaran Pertanyaan 14 s/d 15 

 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu 

suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek 

yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian. Dimana 

analisis yang digubakan adalah sebagai berikut:  



 

 
 

1. Mengumpulkan data yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan 

untuk penelitian ini berupa laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. 

2. Menganalisis anggaran pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan 

antara realisasi dengan pendapatan yag telah dianggarkan. Pendapatann 

daerah mencerminkan seberapa besar pemasukan pemerintah untuk 

membiayai belanja pemerintah. 

3. Menganalisis anggaran belanja daerah, yaitu dengan menetapkan tujuan 

dan sasaran dan kemudian untuk membuat rencana kegiatan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan 

terjadi sebagai akibat dari rencana belanja yang kemudian disusun dan 

diawasi melalui proses peyusunan anggaran. 

4. Menganalisis realisasi Pendapatan dan belanja daerah, yaitu dengan 

membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah sehingga 

dapat memberikan informasi bagi managemen untuk menngawasi 

penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan yang dapat digunakan 

untuk dasar  menilai kinerja managemen. 

5. Menyimpulkan hasil analisis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Sumatera Utara 

 

Laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Sumatera Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara selama 

satu periode pelaporan. Secara umum laporan keuangan Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara terutama digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang 

telah ditetapkan,menilai kondisi keuangan,menilai efektivitas dan efisiensi 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan untuk membantu menetukan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan 

Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

mengatur keuangan Daerah.  

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi Sistem 

Informasi Managemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang pada dasarnya 

digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, penatausahaan perbendaharaan, 



 

 
 

penatausahaan kas daerah dan akuntansi pengelolaan keuangan secara 

otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik. 

Pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Sumatera Utara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur keuangan daerah. 

 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja 

keuangan tahunan pemerinntah daerah pemerintah daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan 

dengan peratran daerah. 

Pendapatan daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 

semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam 

periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh penerintah. 

Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Sumatera Utara adalah semua pengeluaran kas atau setara kas untuk 

membayar beban operasional kantor atau membayar biaya 

program/kegiatan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

Semua kas untuk membiayai seluruh beban diterima dari bendahara umum 



 

 
 

daerah melalui rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Sumatera Utara di Bank Sumut yang ditetapkan oleh Gubernur. 

Adapun anggaran pendapatan dan belanja daerah  pada Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut: 

 

a. Anggaran Pendapatan daerah Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral provinsi Sumatera Utara 

Adapun Anggaran Pendapatan daerah pada Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral bersumber dari Pendapatan Asli daerah yang mana 

pendapatan asli daerah yang diperoleh dari : 

1. Hasil retribusi daerah yaitu Pungutan yang telah secara sah menjadi 

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa pekerjaaan,usaha atau milik pemerintah daerah yang 

bersangkutan. 

2. Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi yang dikenakan terhadap orang 

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah. 

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yaitu Penyediaan peta yang 

dibuat oleh Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 



 

 
 

b.  Anggaran Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Sumatera Utara 

Adapun Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Energi dan Sumber daya 

Mineral terdiri dari : 

1. Belanja Operasi yang terdiri dari  

a. Belanja pegawai yaitu seluruh belanja gaji dan tunjangan pegawai 

serta tambahan penghasilan pegawai selama tahun berjalan. 

b.  Belanja barang dan jasa yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk 

memperoleh barang dan jasa. 

2. Belanja Modal yang terdiri dari  

a. Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengeluaran yang 

dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin. 

b. Belanja modal aset tetap lainnya yaitu seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh  aset. 

Adapun anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dihasilkan 

oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel IV-1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 

Uraian Tahun 2013 Varian 

Anggaran Realisasi 

Pendapatan-LRA 4.000.000 4.000.000 0 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)-

LRA 

4.000.000 4.000.000 0 

Pendapatan 

Retribusi Daerah 

4.000.000 4.000.000 0 

Belanja 16.652.628.904 13.727.647.080 2.924.981.824 

Belanja Operasi 15.403.888.904 12.479.937.080 2.923.951.824 

Belanja Pegawai 11.669.698.254 8.796.039.930 2.873.658.324 

Belanja Barang 

dan Jasa 

3.734.190.650 3.683.897.150      50.293.500 

Belanja Modal 1.248.740.000 1.247.710.000       1.030.000 

Belanja Modal 

Peralatan dam 

Mesin 

51.250.000 50.550.000          700.000 

Belanja Modal 

Aset tetap lainnya 

1.197.490.000 1.197.160.000          330.000 

         Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

 

Dari tabel IV-1 dapat terlihat pada tahun 2013 bahwa realisasi anggaran 

pendapatan daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Sumatera Utara stabil yaitu realisasi yang dihasilkan oleh dinas tersebut 

sesuai dengan anggaran pendapatan yang telah di tetapkan sehingga tidak 

memiliki varian sedangkan anggaran belanja daerah pada tahun 2013 

realisasi lebih rendah daripada anggaran yang telah di tetapkan sehingga 

anggaran belanja daerah memiliki varian yang menguntungkan yaitu 

sebesar 2.924.981.824.Akan tetapi anggaran pendapatan daerah lebih 

rendah daripada anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak 



 

 
 

dapat menutupi pengeluaran sehingga terjadinya pemborosan anggaran 

pada dinas tersebut. 

Tabel IV-2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 

Uraian Tahun 2014 Varian 

Anggaran Realisasi 

Pendapatan-LRA 5.000.000 6.000.000      1.000.000 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)-

LRA 

5.000.000 6.000.000      1.000.000 

Pendapatan 

Retribusi Daerah 

5.000.000 6.000.000      1.000.000 

Belanja 23.949.155.220 21.877.041.294 2.072.113.926 

Belanja Operasi 21.802.775.400 19.946.536.294 1.856.239.106 

Belanja Pegawai 10.496.257.000 9.234.677.444 1.261.579.556 

Belanja Barang 

dan Jasa 

11.306.518.400 10.701.858.850    604.659.550 

Belanja Modal 2.146.379.820 1.940.505.000    205.874.820 

Belanja Modal 

Peralatan dam 

Mesin 

     59.500.000 59.290.000           210.000 

Belanja Modal 

Aset tetap lainnya 

2.086.879.820 1.881.215.000    205.664.820 

         Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

Dari Tabel IV-2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014realisasi anggaran 

pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga 

anggaran pendapatan daerah  memiliki varian yang menguntungkan yaitu sebesar 

1.000.000 sedangkan  realisasi anggaran belanja daerah lebih rendah daripada 

anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran belanja daerah juga memiliki 

varian yaitu sebesar 2.072.113.926. Akan tetapi anggaran pendapatan daerah lebih 

rendah daripada anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menutupi 

pengeluaran sehingga terjadinya pemborosan anggaran pada dinas tersebut. 

 

 



 

 
 

Tabel IV-3 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 

Uraian Tahun 2015 Varian 

Anggaran Realisasi 

Pendapatan-LRA        36.000.000 69.400.000    33.400.000 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)-

LRA 

       36.000.000 69.400.000    33.400.000 

Pendapatan 

Retribusi Daerah 

       36.000.000 69.400.000    33.400.000 

Belanja 27.048.175.000 25.321.876.403 1.726.298.597 

Belanja Operasi 26.329.775.000 24.611.549.403 1.718.225.597 

Belanja Pegawai 9.372.860.000 8.721.807.933    651.052.067 

Belanja Barang 

dan Jasa 

16.956.915.000 15.889.741.470 1.067.173.530 

Belanja Modal 718.400.000      710.327.000        8.073.000 

Belanja Modal 

Peralatan dam 

Mesin 

703.400.000      695.387.000       8.013.000 

Belanja Modal 

Aset tetap lainnya 

15.000.000        14.940.000          60.000 

         Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

 Dari Tabel IV-3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 realisasi anggaran 

pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga 

anggaran pendapatan daerah memiliki varian sebesar 33.400.000 sedangkan 

realisasi anggaran belanja daerah lebih rendah daripada anggaran yang telah 

ditetapkan sehingga anggaran belanja daerah juga memiliki varian yaitu sebesar 

1.726.298.597. Akan tetapi anggaran pendapatn daerah lebih rendah daripada 

anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menutupi pengeluaran 

sehingga terjadinya pemborosan anggaran pada dinas tersebut. 

 

 

Tabel IV-4 



 

 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 

Uraian Tahun 2016 Varian 

Anggaran Realisasi 

Pendapatan-LRA      120.000.000      139.400.000 19.400.000 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)-

LRA 

     120.000.000      139.400.000 19.400.000 

Pendapatan 

Retribusi Daerah 

     120.000.000      139.400.000 19.400.000 

Belanja 24.508.016.000 23.035.994.738 1.472.021.262 

Belanja Operasi 24.032.201.150 22.570.951.738 1.461.249.412 

Belanja Pegawai 11.018.437.000 9.715.506.138 1.302.930.862 

Belanja Barang 

dan Jasa 

13.013.764.150 12.855.445.600    158.318.550 

Belanja Modal 475.815.000 465.043.000      10.772.000 

Belanja Modal 

Peralatan dam 

Mesin 

    450.815.000 440.490.000     10.325.000 

Belanja Modal 

Aset tetap lainnya 

25.000.000 24.553.000        447.000 

         Sumber: Data diolah peneliti, 2018 

 

 Dari Tabel IV-4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 realisasi anggaran 

pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga 

anggaran pendapatan daerah memiliki varian sebesar 19.400.000 sedangkan 

realisasi anggaran belanja daerah lebih rendah daripada anggaran yang telah 

ditetapkan sehingga anggaran belanja daerah juga memiliki varian yaitu 

sebesar1.472.021.262. Akan tetapi anggaran pendapatn daerah lebih rendah 

daripada anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menutupi pengeluaran 

sehingga terjadinya pemborosan anggaran pada dinas tersebut. 

 



 

 
 

Maka dari itu berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara jika ditinjau dari 

tingkat pencapaiannya. 

Tabel IV-5 

Tingkat pencapaian Anggaran Pendapatan Daerah 

Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran Realisasi Tingkat 

Pencapaian 

keterangan 

2013 4.000.000 4.000.000 100% Efektif 

2014 5.000.000 6.000.000 120% Efektif 

2015 36.400.000 69.400.000 190,6% Efektif 

2016 120.000.000 139.000.000 115,8% Efektif 

Sumber:Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

 

Dari Tabel IV-5 dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral memiliki tingkat efektifitas diatas 100% pada tahun 2014 sampai 

dengan 2016 dan pencapaian realisasi pendapatan yang diperoleh Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral pada setiap tahunnya yang mengalami kenaikan yaitu 

pada tahun 2013 sebesar 100%, pada tahun 2014 sebesar 120%, pada tahun 2015 

sebesar 190,6% dan pada tahun 2016 sebesar 115,8% maka anggaran pendapatan 

daerah sudah dapat dikatakan efektif dalam menyusun anggaran seperti yang 

disebutkan oleh Nursoimah dan Dorijati (2017) semakin besar tingkat rasio 

efektifitas pendapatan daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel IV-6 

Tingkat Pencapaian Anggaran Belanja Daerah 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 
Tahun Belanja Operasi % Ket Belanja Modal % Ket 

Anggaran realisasi Anggaran Realisasi 

2013 15.403.888.904 12.479.937.080 81,02 Cukup 

Efisien 

1.248.740.000 1.247.710.000 99,2 Tidak 

Efisien 

2014 21.802.775.400 19.946.536.294 88,55 Cukup 

Efisien 

2.146.379.820 1.940.505.000 90,40 Tidak 

Efisien 

2015 26.329.775.000 24.611.549.403 93,47 Tidak 

Efisien 

718.400.000 710.327.000 98,88 Tidak 

Efisien 

2016 24.032.201.150 22.570.951.738 93,92 Tidak 

Efisien 

475.815.000 465.043.000 97,74 Tidak 

Efisien 

Sumber:Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

 

 

 

Dari Tabel IV-6 dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian anggaran belanja 

daerah rata-rata tidak efisien karena tingkat pencapaian belanja daerah melebihi 

presentasi kriteria tingkat pencapaian seperti yang disebutkan dalam Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dalam Untari Rusita 

(2014) Jika hasil pencapaian antara 80-90% maka dikatakan cukup efisien 

sedangkan jika hasil pencapaian antara 90-100% dikatakan kurang efisien. 

Adapun anggaran belanja yang tingkat pencapaiannya cukup efisien yaitu belanja 

operasi pada tahun 2013 sebesar 82,44%, dan belanja operasi pada tahun 2014 

sebesar 88,,55% sedangkan anggaran belanja yang tingkat pencapaiannya tidak 

efisien yaitu belanja operasi pada tahun 2015 yaitu sebesar 93,47%, belanja 

operasi pada tahun 2016 sebesar 93,92%, belanja modal pada tahun 2013 sebesar 

99,92%, belanja modal pada tahun 2014 sebesar 90,40%, belanja modal pada 

tahun 2015 sebesar 99,88% dan belanja modal pada tahun 2016 97,74%. 

Demikian anggaran operasi pada tahu 2013 dan 2014 masih dikatakan cukup 

efisien dalam menyusun anggaran sedangkan anggaran operasi pada tahun 2015 



 

 
 

dan 2016 serta anggaran modal pada setiap tahunnya dikatakan tidak efisien 

dalam menyusun anggaran. 

Sesuai dangan tingkat pencapaian anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang tidak 

efisien pada anggaran belanja daerah maka dapat dilihat varian antara anggaran 

pendaptan dan belanja daerah sebagi berikut: 

Tabel IV-7 

Selisih antara anggaran Pendapatan dan belanja Daerah 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Pendapatan Belanja Selisih % Keterangan 

2013 4.000.000 13.727.647.080 (13.723.647.080) -343% Defisit 

2014 6.000.000 21.877.041.294 (21.871.041.294) -364,5% Defisit 

2015 69.400.000 25.321.876.403 (25.041.476.403) -36,1% Defisit 

2016 139.000.000 23.035.994.738 (22.896.994.738) -16,5% Defisit 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 

 

      Berdasarkan Tabel IV-7 dapat dilihat bahwa varian anggaran pendapatan dan 

belanja daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu pada tahun 2013 varian sebesar 

343%,pada tahun 2014 sebesar 364,5% akan tetapi pada tahun 2015 dan 2016 

varian anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan yaitu pada 

tahun 2015 sebesar 36,1 % dan pada tahun 2016 sebesar 16,5 % akan tetapi 

meskipun varian anggaran mangalami penurunan realisasi anggaran pendapatan 

dan belanja daerah pada setiap tahunnya tetap mengalami defisit anggaran. Hal ini 

dikarenakan pengeluaran pada belanja daerah lebih besar daripada pemasukan 

pada pendapatan daerah sehingga menyebabkan anggaran tersebut mengalami 



 

 
 

defisit. Pendapatan yang rendah tersebut mencerminkan bahwa pemasukan pada 

Dinas Energi  dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak dapat 

untuk membiayai belanja pada dinas tersebut.  

 

 

3. Faktor- Faktor  penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pada Dinas 

Energi dan Sumber Daya Minneral Provinsi Sumatera Utara 

 

           Berdasarkan hasil penelitian terjadi varian antara anggaran pendapatan dan 

belanja daerah pada Dinas energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera 

Utara. Adapun hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara antara lain:  

      Berdasarkan faktor Asimetri Informasi Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral provinsi Sumatera Utara melakukan proses fasilitasi Musrenbang 

dalam bentuk bimbingan dan proses perencanaan kegiatan juga dilakukan 

bersamaan dengan proses penganggaran serta sudah melakukan perbaikan 

kualitas anggaran yang dievaluasi oleh tim TAPD dan tidak ada perbedaan 

informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan. Hal ini menunjukkan 

bahwa Asimetri Informasi bukan merupakan faktor penyebab terjadinya 

kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. 

 

 



 

 
 

      Berdasarkan faktor Penekanan Anggaran yaitu adanya desakan yang 

dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk melaksanakan anggaran-

anggaran tertentu yang telah disusun sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. Penekanan anggaran yang dilakukan yaitu dengan memprioritaskan 

anggaran-anggaran tertentu untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini 

menunjukkan bahwa penekanan anggaran yang dilakukan merupakan  faktor 

terjadinya kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara merupakan. 

 Berdasarkan faktor Komitmen Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral provinsi Sumatera utara melakukan komitmen organisasi yang 

dinamakan dengan kontrak kinerja dan dalam penyusunan anggaran juga Dinas 

tersebut melakukan inovasi dengan studi banding ke daerah lain dan melihat 

peraturan baru dalam penyusunan anggaran agar memastikan bahwa anggaran 

akan tetap terpadu, konsisten dan sinkron antara perencanaan dan 

penganggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi pada 

Dinas Energi san Sumber Daya Mineral sudah baik sehingga Komitmen 

Organisasi bukan merupakan faktor terjadinya kesenjangan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 

 Berdasarkan faktor Patisipasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral atasan sudah berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dengan 

memberika pendapat dan bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran  serta 

meminta pendapat pegawai dari setiap bidang untuk penyusunan anggaran. Hal 

ini menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran bukan merupakan faktor 



 

 
 

penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja deaerah 

pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. 

 

B. Pembahasan  

1. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Alat 

Pengawasan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. 

 

 

      Kesenjangan dan ketidakseimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

disebabkan oleh ketidakefisienan anggaran belanja daerah yang mana anggaran 

belanja daerah selalu lebih besar dapipada anggaran pendapatan daerah yang 

menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan 

Sumbaer Daya Mineral mengalami defisit anggaran. Artinya pada proses 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah belum diawasi dengan baik. 

Defisit anggaran yang terjadi pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral juga 

mengakibatkan SILPA yang diperoleh pada dinas tersebut mengalami kenaikan 

pada tahun 2013 sampai dengan 2015 yaitu pada tahun 2013 SILPA yang 

diperoleh sebesar Rp.13.723.647.080, pada tahun 2014 SILPA yang diperoleh 

sebesar Rp.21.871.041.294 dan pada tahun 2015 sebesar Rp.25.252.467.403 dan 

pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu SILPA yang diperoleh 

Rp.22.896.994.738. Hal ini mengakibatkan penyerapan dana dan kinerja 

keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum efektif  

sebagaimana yang dikatakan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaran 



 

 
 

Keuangan dalam Untari Rusita (2014) mengatakan bahwa penyerapan dana tidak 

efektif tercermin dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). 

      Dari hasil analisis maka terlihat secara keseluruhan bahwa hampir semua 

aktivitas pendapatan dan belanja telah digunakan sebagai alat pengawasan untuk 

menilai kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini terlihat 

dari perbaikan realisasi anggaran pendapatan yang terus-menerus meningkat pada 

setiap tahunnya dan dengan perbaikan belanja daerah tersebut maka anggaran 

untuk belanja daerah juga menurun pada tahun 2016 dan juga Perbaikan anggaran 

ini juga dapat dilihat dari varian anggaran yang menurun pada tahun 2015 dan 

tahun 2016 sehingga  perolehan SILPA juga menurun pada tahun 2016.. 

      Dari analisa diatas menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral sebenarnya telah melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah. Namun 

demikian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara juga 

harus melakukan analisis varian untuk mengetahui besarnya selisih antara 

pendapatan dan belanja daerah. 

 

      Hal inilah yang menjadi tanggungjawab oleh pimpinan untuk meningkatkan 

pengawasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar 

tidak terjadi kesenjangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja 

daerah yang terlalu jauh. Meskipun sifat anggaran yang hanya berupa estimasi 

atau perkiraan tetapi hendaknya dalam penyusunan anggaran Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Sumatera Utara dilakukan pengawasan yang lebih teliti 

mengingat bahwa anggaran juga mampu menjadi alat pengawasan untuk  



 

 
 

penyusunan laaporan keuangan pada tahun berikutnya dan dari anggaran 

pendapatan dan belanja bisa dilihat decara sekilas bagaimana kondisi keuangan 

pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. 

 

 

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

provinsi Sumatera Utara 

 

 

           Perbaikan anggaran sudah dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Sumatera Utara yang berarti sudah memperbaiki kegagalan 

dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja dari daerah. Hal ini 

juga terlihat dari perbaikan anggaran belanja Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 yang dikurangi sehingga 

SILPA yang dihasilkan juga menurun.Selanjutnya tidak ada perbedaan 

informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan sehingga enentuan sudah 

dilakukan dengan tepat dan memudahkan pencapaian anggaran dan proses 

fasilitasi Musrenbang juga dilakukan dalam bentuk bimbingan yang membantu 

pegawai dalam memahami proses fasilitasi tersebut. Proses perencanaan 

kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera 

Utara tidak terpisah dari proses penganggarannya karena Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sekarang sudah melakukan 

proses dengan tahapan Renstra => Renja (e-Renja) => e-Keuangan yang  



 

 
 

 

dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan rencana strategis (Renstra) dan rencana 

kerja dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan melalukan sistem 

elektronik dan juga dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  

yaitu tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah yang diketuai oleh 

Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD. 

            Penekanan anggaran dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan memprioritaskan anggaran tertentu 

sehingga anggaran yang telah disusun membuat pegawai akan berusaha 

memperoleh variance yang menguntungkan dengan merendahkan pendapatan 

dan meninggikan belanja. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Sumatera Utara melakukan inovasi dalam penyusunan anggaran dengan 

melakukan studi banding di daerah lain sehingga dapat menambah ilmu dan 

wawasan dalam penyusunan anggraran. 

           Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

melakukan komitmen mulai dari eselon 2 sampai eselon 4 untuk mencapai 

target yang telah ditetapkan dengan menandatangani kontrak kinerja yang 

merupakan penilaian atas kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

perencanaan dan penganggaran harus terpadu,konsisten dan sinkron satu sama 

lain dan dan juga adanya pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan  



 

 
 

 

yang artinya pemberian wewenang dapat mempengaruhi keputusan. Hal ini 

menunjukkan bahwa komitmen pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Sumatera Utara sudah tinggi sehingga dapat mengurangi kesenjangan 

anggaran. 

          Atasan meminta pendapatan dari masing-masig bidang pada saat berkumpul 

dalam penyusunan anggaran dan atasan juga memberikan pendapat dan 

bertanggungjawab atas penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang 

artinya dinas memiliki partisipasi yang tinggi dalam proses penyusunan 

anggaran sehinngga dapat mengurangi kesenjangan anggaran. 

           Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa faktor yang 

merupakan penyebab terjadinya kesenjangan anggaran padaDinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah Penekanan anggaran 

yang dilakukan oleh dinas tersebut dengan memprioritaskan anggaran tertentu 

yang merupakan desakan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan 

anggaran tertentu yang telah dibuat. Penekanan anggaran pada Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral juga dapat terlihat dari anggaran pendapatan daerah 

yang lebih rendah daripada anggaran belanjanya. 

           Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Irfan et al (2016) yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

terjadinya senjangan anggaran adalah asimetri informasi, penekanan anggaran 

dan komitmen organisasional sedangkan secara teoritis faktor yang 



 

 
 

menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran adalah partisipasi anggaran 

yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan pada bab 

terdahulu antara lain: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan bahwa selisih-selisih 

yang terjadi disebabkan oleh anggaran belanja daerah yang lebih besar 

daripada anggaran pendapatan daerah, karena anggaran yang sifatnya hanya 

berupa taksiran dan estimasi terlihat kesenjangan anggaran dan 

ketidakseimbangan anggaran menimbulkan ketidakefektifan dan efisiensi 

dalam penyusunan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Sumatera Utara tetapi anggaran pada dinas tersebut sudah digunakan 

sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan, hal ini terlihat dari perbaikan 

realisasi anggaran pendapatan yang terus menerus meningkat pada setiap 

tahunnya dan denganperbaikan belanja daerah yang dilakukan oleh Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan cara 

menurunkan anggaran belanja pada tahun 2016 sehingga SILPA yang 

dihasilkan juga menurun dan juga dari evaluasi anggaran yang dilakukan 

dinas tersebut. 

2. Faktor yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pada 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah dari 

penekanan anggaran yang dilakukan oleh dinas dengan memprioritaskan 

anggaran tertentu untuk segera dilaksanakan. 



 

 
 

 

B. Saran 

      Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Perbedaan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah harus diaawasi lebih 

ketat dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 

harus melakukan analisis varian untuk mengetahui besarnya selisih antara 

pendapatan dan belanja daerah. 

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak harus 

memprioritaskan anggaran tertentu sehingga tidak terjadi penekanan anggaran 

yang mengakibatkan kesenjangan anggaran. 
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